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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk 

pembangunan perumahan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 di 

Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan 

Kasihanyang dilakukan terhadap tanah seluas 67.690 m
2
telah memperoleh 

Izin Klarifikasi atau Izin Lokasi dengan memenuhi syarat dan prosedur 

yang ada. 

2. Dengan  diperolehnyaIzin Klarifikasi atau Izin Lokasidalam rangka 

perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanianan 

untuk pembangunan perumahan,dengan demikian perubahan penggunaan 

tanah pertanian menjadi tanah non pertanian telah sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. 

B. Saran  

1. Bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah  / Pemerintah Kabupaten Bantul: 

a. Agar lebih selektif dalam menerbitkan Izin dalam hal perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian untuk 

pembangunan perumahan mengingat lahan pertanian di kabupaten 

bantul yang  sudah semakin sempit akibat pembangunan perumahan 

setiap tahunnya. 
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b. Dalam pembahasan dan penyempurnaan RTRW yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2016 ini, sedapat mungkin RTRW untuk 

kegiatan perumahan dan pemukiman, industri, dan ekonomi agar 

diarahkan ke tanah atau lokasi yang kurang produktif untuk 

mendukung ketahanan pangan Kabupaten Bantul di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Pengembang Property yang membangun pembangunandi Kabupaten 

Bantul: 

a. Sebelum mengajukan persetujuan prinsip kepada Bupati, sebaiknya 

mengecek atau melakukan konsultasi kepada Dinas Pekerjaan Umum 

terlebih dahulu mengenai lokasi yang akan menjadi tempat 

pembangunan perumahan sudah sesuai dengan RTRW yang ada. 

b. Menuntaskan segala perijinan yang ada sebelum melakukan kegiatan 

pembangunan agar nantinya tidak mengalami kerugian apabila izinnya 

tidak dapat dikeluarkan. 

3. Bagi masyarakat yang akan membeli unit perumahan: 

a. Mengecek legalitas unit perumahan yang akan dibeli agar terhindar 

dari perumahan bodong yang tidak/belum berizin. 

b. Sebelum membeli satuan unit perumahan sebaiknya mengecek site 

plan perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum mengenai kesesuaian 

dengan kenyataan di lapangan. 
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